BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMORR? TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Prograrn/ Pr\l thas Nasional
Penyederhanaan Birokrasi, dxpandar)g (]:fEﬂ ; melakukan .~
perubahan terhadap Kedudukar!l, sunanﬁ or‘gg\ng 51181 tugasdan
fungsi serta tata kerJa as ﬁed aman‘M?&aL an P’elayanan
Terpadu Satu Bmtu 'Ka path ‘

b. bahwa PeratHra 'deeﬁ Nom {\1d;f'l’ahun 2021 tentang

Kedu,éh.lkan, Shsq an |01,+galnjlsasi ‘T“ugas dan Fungsi serta Tata

A KL _] wD\m s Henria a Fld Moﬂal dan Pelayanan Terpadu Satu

,f rI | H{aﬁ #e\n‘ Jember sudah tidak sesuai dengan

T .r' T pe Ildembangfj» ‘peraturan perundang-undangan, sehingga perlu

e ‘dlse‘sumkan,

-3' ¢, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

L dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

7 Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember;

"
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Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen -
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia ’I‘aht:rn

2017 nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republ@},{l’nﬁbnesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah der a}/i Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pq:ﬁubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahuuer 6 17 f&ﬁfdrqg Manajemen .
Pegawai Negeri Sipil (Lernbara,n Neg%ara Re]:f\ub ik I}ydonema Tahun
2020 nomor 68, tambah rft ILemJbax*ah Nagar:’gl chlpbllk fadonesia
Nomor 6477); i ! ; i | ‘

6. PeraturanPermqrm\Eah‘N rppk hhn Q@I’? tentang Pembinaan

r
‘ '

danPengakivasah R ﬂnérmtaﬂ'{ baer “{Lembaran Negara Republik
/Indqﬂesm ahLm 2Q17|Noﬁr0r 73, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nowmor 6041);
\Her turan ‘Prfes;den Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
He al,tsanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
“"Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang

Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021
Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

/--



Menetapkan

23

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN JEMBER.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan T

1.

2.
3.

4,

Daerah adalah Kabupaten Jember, ) S

Bupati adalah Bupati Jember. T ‘: L

Sekretaris Daerah adalah Sekretaﬂs;Dae{rah li(abupaten
Jember. ‘///:‘ r i F ! ’ [ 1

Dinas Penanaman Medal dar Pé léyanar} ’I*ei’ bgiuSatu Plntu
yang selangumya dlﬁhut“ 1Has éqﬂq&ah\})&ﬁas Penanaman
Modal- dah Pé:Hy qaﬁ fTerﬁlqiu 5Safu Pintu Kabupaten
_-Jémber. NI

ﬁepalzg D ﬁqs dalaH. K“epala Dinas Penanaman Modal dan
f’eiayana aﬁu Satu Pintu Kabupaten Jember.
Sekretanz ‘adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

7

7 Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas

8.

9.

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat

UPTD adalah UPTD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.
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BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud padé
ayat (2), menyelenggarakan fungsi: -

a.

b.

d.

,.»-f_f;‘ i e'.
auk
! |
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b

AREN
P
| o
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Iy Vo

) Qanﬂ layaln

‘:wa

Penyusunan dan perumusan ke:bl_]al~:falr11 d1 bidang
penanaman modal dan pelayanan tel;padu sa u pintu;
Pelaksanaan kebijakan di bldang: peh riaman modal dan
pelayanan terpadu satu/pinm, I “ -
Pelaksanaan evaluas dan pélapc)ran di bldang penanaman
modal dan ,peiayanaﬁ férbadidlwsattt\ 'pmtu\;
Pelaks&rreileﬁn i ini tq‘qsa di S|d\1 brd'ang penanaman modal
ﬁ;adhh!satd mtu

: iaks*anaar \fqngﬁl Iahr’t bleh Bupati di bidang penanaman
! gnd»dal\ darJMela&anan terpadu satu pintu.
/ 1,._,;{_../’ Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1} Susunan organisasi Dinas terdiri atas :

a.
b.

c.
d.
e.

Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD; dan

Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
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BAB 111
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

(1) Sekretariat sebagaimana pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai
tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
perlengkapan dan aset, penyusunan program dan keuangan
serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretariat, mempunyai fungsi :

a.

b.

. pelaksanaan penyelg

anahsake j J:r tﬁ;hafh ba\fang,
_,.pelaksinaa |ﬂe elol n pemeliharaan barang

pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program
kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dafi
penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpaduy

. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Idan program
— |

kegiatan dinas; P

. pelaksanaan penghimpunan. -~ d (n“ f peh%‘koordmas,lan

penyusunan data 1nforrna$ 1 lfuaéﬂ. da
penyelenggaraan keg n dﬁna f ‘ﬁ_\ ,-' A =
j:l éri amalls&x l{é;butuhan barang,

pe!g,pefran

1 ventqus | blnas n\l’énfcarlslr barang, pengamanan serta
{p manfaax h'hara g yang dikuasai oleh dinas;

.pelaksqnaaﬁ “Urusan administrasi umum dan Kepegawaian,
"ﬂpenaiaﬁsahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan
“frusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas;

. pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja

organisasi dinas;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan
tatalaksana;

pengelolaan kearsipan dinas; dan

. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.
Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan,

pengiriman dan pendistribusian surat;
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j. menyusun laporan pertanggung}aw#balp at

. melaksanakan tug&ﬁt ga
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. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan

pengelolaan kearsipan Dinas;

. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat- rapat dinas,

perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan
kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan
kerumahtanggaan lainnya;

. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi:
. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis

jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;

. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan

pemeliharaan barang;

. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan

pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian
peralatan/perlengkapan kantor;

. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan

,/)‘

perlindungan aset/barang milik daerah;

I. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebﬁtuhan

kepegawaian dan penyelenggaraan tata u /ahg kepegawazan
lainnya; S % i

tugas; dan -f:.‘f%! ik

I : i

i -l
P
i

S -
iléup |y \qg dlbertkan oleh
/‘ \‘\ f! -1 '\» \‘;/

l

Sekretaris. - /1' : . .

L I'"- oL P

- l mL W’ _
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N
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f “1] UP’%‘D' ﬁlerupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
’ (21 UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
L bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

(4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala UPTD.

(5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas

dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

S| pelaksanaan
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Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 ayat (1), huruf b angka 2, huruf ¢, terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Koordinator pelaksana fungsi
pelayanan fungsional dan dibantu oleh Sub Koordinator
sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan
pimpinan tinggi pratama.

(3) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan
tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
pada masing-masing uraian tugas.

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud aya_t_,__,.--/(Q/)'
melaksanakan tugas membantu koordinator~ “"dalam
penyusunan rencana pelaksanaan dan- /,pengendahan
pemantauan dan evaluasi serta pclapgram\ pada masing-
masing uraian tugas. T D m\ L

(5) Koordinator dan Subkpetdlhamrf Sélqagalmana dlmaksud

pada ayat (2) dltel:aj?
atas usulan/pe bat nfar\gl L
(6) Ketentuan \merigc} a1 om létbp “dan tugas koordinator
s@rta $ub kbr pllnél 0r1 cl1'tqta}£kan oleh Bupati.
AL J\l\ 1 .‘
RN ' ho ] ke
HE | - :Q_lPasal9
\ I
\

|
T (fl F’adé Kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan
f fungs1 pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim
f teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan
berusaha dan non perizinan.
T (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan
Dinas Teknis terkait kelengkapan dokumen maupun
persyaratan permohonan rekomendasi teknis perizinan Non
Berusaha.

(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang
mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan
bidangnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

| éjabat P{ambnﬁa kepegawaian

-~ r
T |

[
L
! \ I

’_/" \ u ‘ e

|
&

L
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BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

(1) Dalamm melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun
antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta
Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan,

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab _ - i

memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing. dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

(4) Setiap pemimpin sebuah organlsa31 wa}nb ’Iﬂenglkutl dan P
mematuhi petunjuk dan bertanggung]alw b ﬁaria atasannya .~
masing — masing serta m;m]am}}ﬂmkah“ f\aporalh berkala tepat
waktu. - | e

(5) Setiap laporan yang dn%ei‘imeu H h ﬂpin{lpmah/éatuan organisasi

dan bawaﬁaqﬁﬁ’lya} {ire _] b Fl h d dgpergUrlakan sebagai bahan

unm:fk penydsuvh#a \lajp In l@brh lanjut dan memberikan
timmrj a lpa yahamaya
eny rﬁpghkaﬁ laporan masing - masing kepada atasan,

(6)\

Jﬁi “ rl.\ b poran wajib disampaikan pula kepada satuan
’ H \ 1'\ orga éa'sl lain yang secara fungsional mempunyai hubungan

ker_]a

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 11

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretaris, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas
usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
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BAB VIII
ESELON JABATAN
Pasal 12

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II b atau Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan

Administrator.

(3) Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPTD merupakan Jabatan

Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.

(4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan

?

Eselon IV b atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN T
Pasal 13 T
Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagngalfra ﬁ qcantum dalam
lampiran yang merupakan bag;lan/ 7t dék{ ke ppsahkan darl,
Peraturan Bupati ini. !

| L
| T
i

i
E
1 { { ,/* ": 4 .
i Pl P 1 l - -
o \L
| 4 / s
A \ ; I R
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Vi e
-
) o~
~
H i 3

Pq:rE uran;é a}tiﬁ iJﬂIrlelal dilaksanakan pada saat dilakukan
go?l liltlﬂ(arl pe;abat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
eja,ba ~yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi

' f i befcfasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Jember sampai dengan dilaksanakannya
pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Jember Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember ,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Desember 2021

BUPATI JEMBER,

Diundangkan di Jember
pada tanggal %! Desember 2021 ttd

S DAERAH, HENDY S

" Pemb: '@ﬂtama Madya
P-19630215 1992021001 |
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBERWHUN 2021 NOMOR 123
e [l { /& A L A

| |

]l



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR
TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sekretariat

]

l

Sub Bagian

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Umum dan” Kepegawaian | |

I

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Diundangkan di Jember
pada tanggal Desember 2021

by :jftama Madya
9630215 199202 1 001

1

KELO_MPOK»’JABATAN FUNGSIONAL

UPTD

122 TAHUN 2021

: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S



